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BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR & TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor
45 Tahun 2008 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
dipandang sudah tidak sesuai lagi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Nomor 2);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010
tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
2.
3

4.

10.

11,

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan
daerah kota.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala
Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial
masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen
masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat desa.
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk
mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan
pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah
dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai
kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPIM-
Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah
dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode
yang diinginkan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah Dberisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur.

. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan

masyarakat desa.
Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa
bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam

proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data
dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang
dihadapi desa.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa
yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbermya baik dari APBN, APBD
Provinsi maupun Kabupaten, APB-Desa, swadaya, dan/atau kerjasama dengan
pihak ketiga.
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BAB II

PRINSIP - PRINSIP
Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 didasarkan
pada prinsip-prinsip:

d.
b.

c.

pemberdayaan, yaitu untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat
desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
proses perencanaan pembangunan;

berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses perencanaan pembangunan desa
yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin;

. transparan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat

dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;

. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat

dipertanggungjawabkan;
selektif, yaitu mengutamakan skala prioritas desa;

. efisiensi dan efektif, vyaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa

memperhatikan potensi sumberdaya yang dimilikki oleh desa dalam rangka
pencapaian hasil yang optimal;

. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa

harus berjalan secara berkelanjutan;

cermat, yaitu perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan;

proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah secara intensif; dan

. penggalian informasi, yaitu inventarisasi masalah pembangunan desa dilakukan

dengan menggunakan alat kajian keadaan desa yang meliputi Sketsa Desa, Kalender
Musim, dan Bagan Kelembagaan.



BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4
Rencana pembangunan desa meliputi;
a. RPIM-Desa.
b. RKP-Desa.

Pasal 5

Tata cara perencanaan pembangunan desa Kabupaten Temanggung tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
i ——— pada tanggal 2 ZJanuari 2011
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : & TAHUN 2011
TANGGAL :27JANUARI 2011

TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I
UuMumMm

Perencanaan pembangunan desa disusun dengan maksud untuk
memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu. Adapun tujuan
perencanaan pembangunan desa adalah untuk:

a. mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan
pembangunan daerah;

¢. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

d. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP-Desa) yang disusun dengan memperhatikan data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai:
a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
. keuangan desa;
d. profil desa;
e. kelembagaan desa; dan
f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pemberdayaan masyarakat.



BAB II
RPIM-Desa

A. Pengertian

1. RPJM-Desa memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. RPIM-Desa mengacu pada RPIM Daerah.

3. RPIM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ditetapkan.

. Tujuan
Penyusunan RPIJM-Desa bertujuan untuk:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan keadaan setempat;

. merumuskan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan desa;
. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan

. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam
pembangunan di desa.

(¥ I - N % I S

. Tahapan Penyusunan

Penyusunan dan penetapan RPIM-Desa dilaksanakan melalui
tahapan persiapan, pelaksanaan musrenbangdes, dan penetapan RPJM-Desa.

Tahapan Persiapan
Tahapan persiapan meliputi tahap pembentukan Tim Penyusun
RPIJM-Desa dan penyusunan rancangan RPJM-Desa.

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM-DESA

1. Anggota Tim Penyusun RPIM-Desa sekurang-kurangnya berjumlah 11
(sebelas) orang, yang terdiri dari :

. Kepala Desa;

. Sekretaris Desa;

. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD;

. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah
perempuan;

. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kepala Dusun; dan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang sekurang-
kurangnya satu diantara adalah perempuan.
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2. Tugas Tim Penyusun RPIM-Desa adalah merumuskan rancangan RPIM-Desa
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.

3. Proses Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi
Pemerintah Desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan
menjelaskan tentang:
a.1. Rencana Penyusunan RPIM-Desa.
a.2. Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPIM-Desa.
a.3. Pembentukan Tim Penyusunan RPIM-Desa.
a.4. Jumlah, unsur dan tata cara pemilihan anggota Tim Penyusun.
a.5. Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun RPIM-Desa.

b. Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah:

b.1. Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim
Penyusun RPIM-Desa;

b.2. Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun.

b.3. Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun.

b.4. Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon
anggota Tim Penyusun.

c. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa yang meliputi kegiatan:
a.1. Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk
mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPIM-Desa adalah:
- Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun
RPJM-Desa.
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota

Tim Penyusun.



a.2. Pelaksanaan rapat

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dengan susunan acara sekurang-

kurangnya mencakup:
Pembukaan.

- Penjelasan materi rapat, mengenai (a) proses penyusunan RPIM-
Desa; (b) tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPIM-Desa; (c)
Penyampaian Hasil Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim
Penyusun; (d) ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPIM-Desa;
(e) materi lain sesuai kebutuhan.

- Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPIM-Desa dilakukan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah
dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara
tertutup sesuai aturan yang disepakati forum;

- Hasll rapat dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh
semua peserta yang hadir.

- Anggota Tim Penyusun RPIM-Desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

4. Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan Koordinator
Tim Penyusun, bertugas dan bertanggungjawab untuk:

a.
b.

- Tamoan

memastikan tersosialisasinya agenda penyusun RPIJM-Desa;

memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPIM-
Desa;

melaksanakan rekruitmen calon anggota Tim Penyusun RPIJM-Desa;

. menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPIJM-Desa;

menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun;
mengundang anggota Tim Penyusun;

. memimpin Rapat Tim Penyusun;
. menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa;

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPIJM-Desa; dan
. memastikan tersusunnya Rancangan RPIM-Desa.

5. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas
dan bertanggung jawab untuk:

a.
b.
C

d.

mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;

membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun;

memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun
RPIM-Desa;dan

memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Desa.

6. Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut di atas
adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab
untuk:

al

menghadiri rapat Tim Penyusun;

b. membahas dan merumuskan Rancangan RPIM-Desa.



7. Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPIM-
Desa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau
kabupaten) yang berkompeten, Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten),
dan pihak lain yang berkompeten.

PENYUSUNAN RANCANGAN RPIM-DESA

Penyusunan Rancangan RPIM-Desa dilaksanakan dengan tahapan

persiapan dan tahapan penyusunan.

1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

a.
b.

C.
d.

e.

memastikan kesiapan KPMD dan LPMD;

memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan fasilitasi pengkajian
keadaan desa;

memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPIM-
Desa;

menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPIM-
Desa; dan

menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa.

2. Tahap Penyusunan

Penyusunan RPJM-Desa mengacu pada RPJMD Daerah sehingga rumusan
visi dan misi desa harus selaras dan bersinergi dengan visi dan misi Daerah.
Namun demikian penggalian rencana pembangunan desa dilakukan dengan
metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan
Desa).



b. Penggalian rencana pembangunan desa dengan metode P3MD adalah
melalui tahapan masukan, proses, hasil dan dampak sebagaimana alur
kegiatan dalam Lampiran ILA.

b.1. Masukan

Masukan merupakan hasil pengkajian keadaan desa yang dilakukan
dengan alat kaji berupa Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan
Kelembagaan

Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenal keadaan masyarakat, masalah,
potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara
jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap, dan
cermat mengenai potensi desa, permasalahan yang dihadapi, serta
kebutuhan masyarakat.

Tim Penyusun RPIM-Desa memfasilitasi masyarakat dalam
pertemuan di tingkat dusun untuk mengetahui potensi, masalah,
dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kajian
tersebut di atas.

Alat kaji yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim, dan
Bagan Kelembagaan Desa, dengan instrumen sebagaimana
Lampiran I1.B.1; B.2: dan B.3.

b.2. Proses

Tim Penyusun RPIJM-Desa melakukan pengelompokan masalah,
penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan
masalah, dan penentuan peringkat tindakan di tingkat desa
(Lampiran ILC.1; C.2: C.3; dan C.4).

Tim Penyusun RPIM-Desa merumuskan visi, misi, dan kebijakan
pembangunan desa dengan melakukan sinkronisasi pada visi, misi,
dan pokok-pokok kebijakan RPIMD Kabupaten.

b.3. Hasil

Hasil dari proses adalah:

1. Visi, misi, dan kebijakan pembangunan desa.

2. Pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan indikasi
program pembangunan di Desa (Lampiran IT.D.1).

3. Rencana pembangunan desa yang akan didanai dari swadaya
masyarakat dan pihak ketiga (Lampiran ILD.2).

4. Rencana pembangunan desa yang bersumber dana APBN (tugas
pembantuan, dekonsentrasi, maupun urusan bersama), APBD
Provinsi dan/atau Kabupaten, dan APB-Desa (Lampiran II.D.3).



5. Rancangan RPIM-Desa dengan sistematika (Lampiran I1.D.4):
BABI : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Pengertian
BABII : PROFIL DESA
A. Kondisi Desa
1. Sejarah Desa
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pembagian Wilayah Desa
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III : POTENSI DAN MASALAH
A. Potensi
B. Masalah
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA
A. Visi dan Misi
1. Visi
2. Misi
B. Kebijakan Pembangunan
1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
2. Potensi dan Masalah
3. Program Pembangunan Desa
4, Strategi Pencapaian
BABV : PENUTUP
Lampiran:
1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Lampiran B.1; B.2; dan B.3).
2. Hasil pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah,
pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan
peringkat tindakan (Lampiran II.C.1; C.2; C.3; dan C.4).
3. Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah
Desa Periode Tahun ............... (Lampiran I1.D.5)

- Rencana pembangunan desa disusun berdasarkan urusan yang
menjadi kewenangan desa.

- Penyusunannya menggunakan bahasa yang lugas dan mudah
dimengerti serta bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis
dan jelas kerangka waktunya.

b.4. Dampak dari keseluruhan proses kegiatan P3MD tersebut hadala:
1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.
2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa).
3. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
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& Pembahasan Rancangan RPIJM-Desa
Pembahasan Rancangan RPIJM-Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim
penyusun.
- Rapat dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
dan Sekretaris.
- Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara
demokratis.
- Agenda dan tata cara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama
Tim Penyusun.
- Rapat dimaksud dapat dibagi menjadi rapat pleno dan rapat komisi.
- Rapat Komisi
¢ Rapat Komisi membahas dan menyusun rencana kegiatan
pembangunan desa
« Rapat Komisi dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi yang terdiri dari
Ketua dan Sekretaris.
 Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara
demokratis.
- Rapat Pleno
« Rapat Pleno membahas dan merumuskan visi, misi, dan kebijakan
pembangunan desa, serta membahas hasil Rapat Komisi.
« Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun.

d. Penetapan rancangan RPIJM-Desa.
Hasil pembahasan Tim Penyusun RPIJM-Desa ditetapkan sebagai dokumen
rancangan (Awal) RPIM-Desa yang merupakan bahan utama
musrenbangdes RPJM-Desa.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap pembahasan dokumen
rancangan (Awal) RPIJM-Desa dalam musrenbangdes RPJM-Desa.

1. Forum Pembahasan

a. Rancangan (Awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum
Musrenbangdes RPIJM-Desa.

b. Musrenbangdes dimaksud adalah forum musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas
rancangan (Awal) RPIM-Desa, yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

2. Peserta
Peserta Musrenbangdes RPIJM-Desa adalah:
Tim Penyusun;
- wakil Kelompok-kelompok masyarakat;
- wakil Kelompok Perempuan;
- wakil Masyarakat miskin;
- pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- unsur masyarakat lainnya yang dipandang periu.



o Pernbahasan Rancangan RPIM-Desa
- Pembahasan Rancangan RPIM-Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim
penyusun.
- Rapat dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
dan Sekretaris.
- Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara
demokratis.
- Agenda dan tata cara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama
Tim Penyusun.
- Rapat dimaksud dapat dibagi menjadi rapat pleno dan rapat komisi.
- Rapat Komisi
* Rapat Komisi membahas dan menyusun rencana kegiatan
pembangunan desa
+ Rapat Komisi dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi yang terdiri dari
Ketua dan Sekretaris.
e Pimpinan Rapat dipilh dari dan oleh anggota Komisi secara
demokratis.
- Rapat Pleno
* Rapat Pleno membahas dan merumuskan visi, misi, dan kebijakan
pembangunan desa, serta membahas hasil Rapat Komisi.
* Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun.

d. Penetapan rancangan RPJM-Desa.
Hasil pembahasan Tim Penyusun RPIM-Desa ditetapkan sebagai dokumen
rancangan (Awal) RPIJM-Desa yang merupakan bahan utama
musrenbangdes RPIJM-Desa.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap pembahasan dokumen
rancangan (Awal) RPJM-Desa dalam musrenbangdes RPIM-Desa.

1. Forum Pembahasan

a. Rancangan (Awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum
Musrenbangdes RPJM-Desa.

b. Musrenbangdes dimaksud adalah forum musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas
rancangan (Awal) RPIJM-Desa, yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

2. Peserta
Peserta Musrenbangdes RPIM-Desa adalah:
- Tim Penyusun;
- wakil Kelompok-kelompok masyarakat;
- wakil Kelompok Perempuan;
- wakil Masyarakat miskin;
- pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.



3. Fasllitator
Proses pembahasan Rancangan RPIM-Desa difasilitasi oleh Tim Fasilitator
kecamatan.

4. Susunan acara musrenbangdes RPIM-Desa adalah sebagai berikut:

a.
b.
C.

S Q

a.
h.

i

j.

Pembukaan.

Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok RPJM Daerah.
Pemaparan proses penyusunan dan pokok- pokok materi Rancangan (Awal)
RPIM-Desa oleh Kepala Desa.

. Tanggapan, masukan, dan saran dari peserta Musrenbangdes.
. Tanggapan balik Kepala Desaﬂ“ im Penyusun.

Pembahasan oleh peserta

- dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.

- Kelompok diskusi dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari Ketua
dan sekretaris.

- Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara
demokratis.

Penyampaian hasil pembahasan kelompok diskusi.

Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RPIJM-Desa oleh Kepala Desa.

Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbangdes RPIJM-Desa (Lampiran

I1.D.6).

Penutup.

5. Hasil
Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPIM-Desa.

Tahap Penetapan RPIM-Desa

Tahap penetapan ini merupakan tahap penetapan Rancangan

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa menjadi Peraturan Desa

1. Pengajuan Rancangan Perdes
Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perdes tentang RPJIM-Desa
(Lampiran IL.E.1) kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah
pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Desa.

2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

d.

b.
C.

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa dibahas dalam rapat BPD,
yang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.
Rapat dipimpin oleh Ketua BPD.
Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa
adalah
anggota BPD;
- Pemerintah Desa;
- Tim Penyusun Rancangan RPIJM-Desa;
- wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok
perempuan dan masyarakat miskin; dan
- unsur masyarakat lainnya.



3. Rapat Pembahasan dan Persetujuan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RPIM-Desa diterima.

4. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah Persetujuan BPD tentang Rancangan
Peraturan Desa tentang RPIJM-Desa.

5. Penetapan

a. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD
sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk
dievaluasi.

b. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Bupati kepada
Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan
Desa tersebut diterima. Apabila hasil evaluasi tersebut melampaui batas
waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa
menjadi Peraturan Desa.
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BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP-Desa)

A. Pengertian
1. RKP-Desa memuat rancangan kegiatan pemerintahan desa yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun berikutnya dan
rancangan kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah diatasnya.

2. RKP-Desa merupakan penjabaran RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

3. RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya
pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

B. Tujuan
Penyusunan RKP-Desa bertujuan untuk:

a. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-
Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan
pembangunan yang akan dianggarkan dalam APB-Desa tahun berikutnya;

b. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-
Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan
pembangunan yang akan disulkan dengan dana yang bersumber dari APBN
(tugas pembantuan, dekonsentrasi, maupun urusan bersama), serta APBD
Provinsi dan/atau Kabupaten sebagal bahan utama musrenbang kecamatan
tahun berjalan.

C. Tahapan Penyusunan

Penyusunan dan penetapan RKP-Desa dilaksanakan melalui
tahapan persiapan, pelaksanaan musrenbangdes, dan penetapan RKP-Desa.

Tahapan persiapan
Tahapan persiapan meliputi tahap pembentukan Tim Penyusun RKP-
Desa dan penyusunan rancangan RKP-Desa.
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PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-DESA

1. Anggota Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-kurangnya berjumlah 11 (sebelas)

orang, yang terdiri dari:

a. Kepala Desa selaku Pengendali kegiatan;

b. Sekretaris Desa selaku Penanggung jawab kegiatan;

c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD selaku Pelaksana
kegiatan;

d. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD selaku anggota;

e. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perwakilan lembaga kemasyarakatan
desa yang salah satunya dari unsur Tim Penggerak PKK selaku anggota; dan

f. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tokoh masyarakat dan tokoh agama
selaku narasumber.

2. Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

3. Tugas Tim Penyusun RKP-Desa adalah merumuskan rancangan RKP-Desa
sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

4. Proses Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa dilaksanakan dalam rapat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan kegiatan:
a. Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan

pelaksanaan rapat Tim Penyusun RKP-Desa adalah:

- Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-
Desa.

- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

- Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim
penyusun.

b. Pelaksanaan rapat

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dengan susunan acara rapat sekurang-

kurangnya mencakup:
Pembukaan.

- Penjelasan materi rapat, mengenai (a) proses penyusunan RKP-Desa; (b)
tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP-Desa; (c) ketentuan
pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa; (d) materi lain sesuai kebumhan

- Proses pembentukan anggota Tim Penyusun RKP-Desa.

- Penanda tanganan Berita Acara hasil rapat.

5. Proses pembahasan Rancangan RKP-Desa difasilitasi oleh Tim Fasilitator
Kecamatan.



PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA

a. RKP-Desa merupakan penjabaran RPIJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Lampiran ILE.2).

b. Sistematika RKP-Desa (Lampiran IL.E.2.3):

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
BAB II : VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi
BAB III  : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
A. Potensi dan Masalah
B. Arah kebijakan pembangunan desa
C. Rencana kerja pembangunan desa
BAB IV  : PENUTUP
Lampiran:
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) (Lampiran
ILE2D).

c. Pembahasan Rancangan RKP-Desa
- Rapat dipimpin oleh Kepala Desa.
- Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim
Penyusun.
- Pembahasan Rancangan RKP-Desa dilakukan dalam Rapat Tim penyusun
dengan:
» Memilih kegiatan dalam RPJM-Desa untuk tahun perencanaan.
e Merumuskan kegiatan yang bersifat Force Majeur dan harus segera
ditindaklanjuti dalam tahun perencanaan.
« Menentukan pemeringkatan prioritas kegiatan pembangunan desa yang
didasarkan pada tingkat kebutuhan, tingkat kemendesakan, dan
ketersediaan sumber pembiayaan.

d. Penetapan rancangan RKP-Desa.
Hasil pembahasan Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan sebagai rancangan
(Awal) RKP-Desa yang merupakan bahan utama musrenbangdes RKP-Desa.

Taha n

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap pembahasan rancangan
(Awal) RKP-Desa dalam musrenbangdes RKP-Desa.

1. Pembahasan
a. Rancangan (Awal) RKP-Desa dibahas bersama masyarakat dalam
Musrenbangdes RKP-Desa;
b. Musrenbang dimaksud adalah Musrenbang Desa yang diselenggarakan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan
Januari.



2. Peserta
Peserta Musrenbangdes RKP-Desa adalah:

Tim Penyusun;

wakil Kelompok-kelompok masyarakat;

wakil Kelompok Perempuan;

wakil Masyarakat miskin;

pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
unsur masyarakat lainnya yang dipandang periu.

3. Fasilitator
Proses pembahasan Rancangan RKP-Desa difasilitasi oleh Tim Fasilitator
kecamatan.

4. Susunan acara Musrenbangdes RKP-Desa sebagai berikut:

a.
b.

S Qo

2

h.

Pembukaan;

Pengarahan Camat dengan memaparkan prioritas pembangunan daerah
tahun berikutnya;

Paparan Kepala Desa tentang rancangan RKP-Desa;

Pembahasan dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi;

Penyampaian hasil pembahasan kelompok;

Penetapan kegiatan Pembangunan Desa yang akan dianggarkan dalam
APB-Desa dan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan;

Penetapan delegasi desa ke Musrenbang Kecamatan minimal 3 (tiga) orang
yang terdiri dari Kepala Desa, unsur BPD, dan unsur LPMD, dengan salah
satunya adalah perempuan;

Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangdes RKP-Desa (Lampiran
ILE3.ch

Penutup.

5. Hasil
Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RKP-Desa.

Tahap Penetapan RKP-Desa

Tahap penetapan ini merupakan tahap penetapan Rancangan (Akhir) RKP-

Desa menjadi Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

BAB IV
PENDANAAN

Penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat bersumber dari dana:

~oQapo

APBN;

APBD Provinsi;

APBD Kabupaten;

APB-Desa;

Swadaya Masyarakat; dan
Sumber lain yang tidak mengikat.
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BAB V
PENGENDALIAN

. Pelaporan

Kepala Desa melaporkan RPIJM-Desa dan RKP-Desa kepada Camat dan Bupati
selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pembinaan dan Pengawasan

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan
pembangunan desa berupa bimbingan, arahan, dan supervisi;

2. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana butir 1
(satu) didelegasikan kepada Camat.

. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan prinsip, ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam
penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Secara umum pemantauan atau monitoring dimaksud, dibedakan menjadi 2
(dua) yaitu:
1. Pemantauan Internal
Kegiatan ini dilakukan oleh aparatur pemerintah yang berkompeten,
dilakukan dengan cara:
a. Memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan.
b. Memeriksa dokumen.
c. Melakukan verifikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
d. Menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang
berkompeten.
2. Pemantauan Eksternal
a. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dan pihak di luar aparatur
pemerintah, yang berkepentingan terhadap penyusunan RKP-Desa.
b. Monitoring oleh masyarakat dilakukan secara partisipatif.
¢. Pihak-pihak dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat,
perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkompeten.
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BAB VI
PENILAIAN DAN EVALUASI RPIM-DESA DAN RKP-DESA

. Pengertian

Penilaian dan evaluasi RPJM-Desa dan RKP-Desa dilakukan untuk mengetahui
kepatuhan proses penyusunan dan ketepatan rumusan perencanaan
pembangunan desa.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi RPIJM-Desa mencakup 6 (enam) aspek:
. Kelayakan dokumen

Kualitas proses

Ketepatan Perumusan

Kualitas RPIM-Desa

Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan

Keterpaduan

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi RKP-Desa mencakup 3 (tiga) aspek:
1. Kelayakan dokumen

2. Kualitas proses

3. Ketepatan Perumusan/Kualitas RKP-Desa

DU swN

. Instrumen

Instrumenj/alat ukur yang digunakan sebagaimana pada /ampiran ILF.

. Tata Cara Penilaian

Setiap "Aspek” memiliki bobot yang telah ditetapkan

Setiap "Indikator” memiliki sub bobot yang telah ditetapkan

Rentang nilai skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100

Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/Sub aspek

tertentu, dihitung berdasarkan Sub-bobot (Indikator) kali Skor kali Bobot

(Aspek)

5. Total Nilai perclehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari
semua indikator

6. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut:

S Y T

a. <55 :Tidak layak

b. 56-59 : Kurang

¢. 60-65 : Cukup

d. 66-74 : Layak

e. 75-90 : Memuaskan
Pelaksana

Penilaian dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dan evaluasi RPJM-Desa
dan RKP-Desa tingkat Kabupaten.
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F. Penggunaan
Instrumen penilaian dan evaluasi dimaksud dapat digunakan oleh:
1. Pemerintah Desa
2. Kecamatan
3. Pemerintah Kabupaten, dan
4. Pihak lain yang berkepentingan

-

SEKDA BUPATI TEMANGGUNG,
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D.4. RANCANGAN RPIM-Desa

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN ...

SR, o ovvermaminis KECAMATAN ....ovvviirmvennnnnnns

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Pengertian
BAB I1 : PROFIL DESA
A. Kondisi Desa
1. Sejarah Desa
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pembagian Wilayah Desa
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III : POTENSI DAN MASALAH
A. Potensi
B. Masalah
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Visi dan Misi
1. Visi
2. Misi
B. Kebijakan Pembangunan
1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
2. Potensi dan Masalah
3. Program Pembangunan Desa
4. Strategi Pencapaian
BAB V : PENUTUP
Lampiran:
1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

2. Hasil pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian

tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.

3. Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun
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E. DAMPAK
E.1. PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
PERIODE ........=cccem

PERATURAN DESA .........ccveeuees
NOMOR ... TAHUN .......
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
2oLV ——— KECAMATAN ....ocooivivmessnoanes
KABUPATEN TEMANGGUNG
TRHUN oo i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ........ccocvviaag

bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa,
disebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan
Desa;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Desa ............ tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Desa .......... Kecamatan ..........
Kabupaten Temanggung Tahun .......-........;

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2007 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2009 Nomor 2);

Peraturan Desa .......... Kecamatan ........ Kabupaten
Temanggung Nomor  ..... Tahun ......... tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ..........
Kecamatan ............ Kabupaten Temanggung (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Desa ............. Tahun
weeeese NOMIOT ...0l);



12. Peraturan Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten
Temanggung Nomor v Ta@hun ... tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa .......... Kecamatan .
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah I(al:lupaten
Temanggung Desa .....cceeees Tahun ....... Nomor .....);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

14, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........ccvvvnee
dan
KEPALA DESA: ..o wnisiiansiiission
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA .............. KECAMATAN ...........
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN .......7%.000.0s

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

S Ak btigen

b

10.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
Bupati adalah Bupati Temanggung.
Kecamatan adalah kecamatan ...............
Camat adalah Camat ..

Desa adalah Desa ..

Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa reeeereees YANG
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa .. .. dan Badan
Permusyawaratan Desa . . dalam mengatur dan mengums kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa .... . yang terdiri dari Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penweienggara pemerintahan desa.
Kepala Desa adalah Kepala Desa .. —

Perangkat Desa adalah Perangkat D-esa ............... yang terdiri dari Sekretaris
Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan
Permusyawaratan Desa .........cceeese.
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Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia. :

Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial
masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk
mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan
pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah
desa sesuai kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah
dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir
periode yang diinginkan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
masyarakat desa.

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong.
Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi
data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan
permasalahan yang dihadapi desa.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa
yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD
Provinsi maupun Kabupaten, APB-Desa, swadaya, dan/atau kerjasama dengan
pihak ketiga.



BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Pasal 2

(1) RPIM-Desa merupakan perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima)
tahun, memuat visi, misi, program dan kegiatan pembangunan Desa, serta
strategi pencapaian dengan mengacu pada RPIMD Kabupaten Temanggung
Tahun ....... "o hsdn

(2) Dalam proses penyusunannya RPJM-Desa dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RPIM-Desa Tahun .......~....... disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN
A, Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Pengertian
BABII : PROFIL DESA
A. Kondisi Desa
1. Sejarah Desa
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4, Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pembagian Wilayah Desa
: 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III : POTENSI DAN MASALAH
A. Potensi
B. Masalah
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Visi dan Misi
1. Visi
2. Misi
B. Kebijakan Pembangunan
1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
2. Potensi dan Masalah
3. Program Pembangunan Desa
4. Strategi Pencapaian
BABV : PENUTUP
Lampiran:
1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa.
2. Hasil pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian
tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
3. Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun



Pasal 3
(1) RPIM-Desa dimulai pada tahun ....... dan berakhir pada tahun .........
(2) Rinclan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4

RPIM-Desa serbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dan dasar
penyusunan RKP-Desa.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPIM-Desa.

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa

Ditetapkan di .........cccounnne
pada tanggal .......cceveirvnens
KEPALA DESA ..uxvssssassrssansnss
DIundangkan di oveevevemvcceennene
pada tanggal
SEKRETARIS DESA ........cccevneninsas
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DESA ........csssnneee. KECAMATAN .........

TAHUN .......... NOMOR ........



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DESA ........coonmeemnnns
NOMOR ...... TAHUN ..........
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA ....ccormieas KECAMATAN .......c0ene.
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ....... ki
1. UMUM |
................................................................................................... ;
— |
S II. PASAL DEMI PASAL |
Pasal 1 l
Cukup jelas.
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
|




E.2. KEPUTUSAN KADES TENTANG RKP-DESA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....coccieiimaminnennnnns
KECAMATAN ......cccovvminnnns

52 '

TN ciisiisimmmisas s RS

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA ......cococimiemiianan
NOMOR: ...../ ..... [TAHUN ......

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ...........cccoee.

KECAMATAN

..................... KABUPATEN TEMANGGUNG

bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Sistemm Perencanaan Pembangunan Desa, disebutkan
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa
selanjutnya disebut RKP-Desa yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan
Keputusan Kepala Desa ........... tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa ......... Kecamatan ..........
Kabupaten Temanggung Tahun .......-........;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tantang
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-

2013;

8. Peraturan Desa ......... Kecamatan ......... Kabupaten
Temanggung Nomor ... Tahun ........ tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ..........
Kecamatan ............ Kabupaten Temanggung;

9. Peraturan Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten
Temanggung Nomor v Tahun ... tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa .......... Kecamatan ............
Kabupaten Temanggung;

10. Peraturan Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten
Temanggung Nomor ..... Tabhun ......... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .......... Kecamatan

s Kabupaten Temanggung Tahun .......mweeeeee)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

Rencana Kerja Pembangunan Desa ............ Tahun ..........
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana Diktum
KESATU Keputusan ini merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun ........~....... Untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-

Desa) yang merupakan lampiran Rencana Kerja Pembangunan

Desa (RKP-Desa) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

Keputusan ini adalah sebagai bahan:

a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun berikutnya yaitu tahun ..........
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KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....ceesvesssesssens
pada tanggal .......c.ccuncniniinns

KEPALA DESA ....cocicmmsnrnsssnnnins

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2 IR osimsiiumisins :




E.2.a. SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum

BAB II : VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi
BAB III : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

A. Potensi dan Masalah
B. Arah kebijakan pembangunan desa
C. Rencana kerja pembangunan desa

BAB IV : PENUTUP

Lampiran:
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa)

)

()
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E.3. BERITA ACARA MUSRENBANGDES RKP-DESA

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES RKP-DESA

Pada hari ini ....... t@nggal ......ceeeeee bBUlEN s
tahun... . tempat .. B - 11 1 I sampai dengan ...........
Waktu Indonesia B.anglan Barat, telah diselenggarakan Musrenbangdes RKP-DESA
tahun .. .. yang dihadiri sebanyak .... (.......ccoeeuens ) orang yang terdiri dari Tim
Penyusun, wakil Ke{ompok-keiompuk masyarakat, wakil Kelompok Perempuan, wakil
Masyarakat miskin, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat
lainnya sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dengan acara:
1, Pembukaan

2. Pengarahan oleh Camat dengan memapaﬂcan pnorltas pembangunan daerah
tahun benkumya, yang berisi .. i S—

3. Pemaparan Rancangan RKP-Desa oleh Kepala Desa, yaitu ............. ;

4, Pembahasan oleh peserta dalam .............. (... ) kelompnk dlskusl
a. kelompok 1 terdiridari ... (.....cocvevverinnene. ) peserl:a yang dipimpin oleh .. !
b. kelompok 2 terdiridari ... (....cccoovvevenccn. ) peserta yang dipimpin oleh ............. ;
c. kelompok 3 terdiri dari ... (....................) peserta yang dipimpin oleh ............ :

5. Penyampaian hasil pembahasan kelompok diskusi.
a. kelompok 1 oleh ....................dengan mMateri .............cccooeeeieeiicicececcee
b. kelompok 2 oleh .................... dENGAN MAEM .......oooeiomieee st cscsinans
G kelumpok3oleh .................... dENCRN MR o

6. Penetapan kegiatan Pembangunan Desa yang akan dianggarkan dalam APB-Desa
dan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan:



¥

a. Kepala Desa (P o )

b. BPD R PR |

c. LPMD Cisnisimaasmanadsin )

. P [ iinimtimmiisisianss )
8. Penutup

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat Sekretaris
C ) ( )
Unsur Perwakilan Peserta Nama Tandatangan
1. Ketua lPMD @ s T ainenivndain
2 sssarmuaesessnesiesiaia & s
A © ek 3
&  ddssedssiessassinesaasi 4
B e 5
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